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ABSTRAK

Febiola Kasman. Nomor Induk Mahasiswa : 04020220555. dengan Judul
“Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Transaksi Onlineshop dalam
Perspektif Hukum Perdata”. Di bawah bimbingan Dr. H. Abdul Qahar, S.H.,M.H.
sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Nurhaedah, S.H.,M.H. Anggota Pembimbing.

Tujuan riset ini untuk menganalisa bentuk perlindungan terhadap kurir dalam
sistem transaksi onlineshop serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan
kerugian bagi kurir dalam praktik di lapangan. Perkembangan transaksi perdagangan
berbasis digital yang semakin pesat telah meningkatkan peran kurir sebagai pihak
yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, dalam
praktiknya kurir kerap berada pada posisi yang rentan karena menghadapi berbagai
risiko pekerjaan tanpa jaminan perlindungan yang memadai, baik secara normatif
maupun dalam implementasinya.

Riset ini menerapkan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Data primer didapati dari wawancara langsung bersama kurir dan pihak terkait serta
observasi lapangan untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi. Data sekunder
didapati dari studi pustaka yang meliputi literatur hukum, kebijakan undang-undang
serta berkas pendukung lainnya. Seluruh data yang sudah didapati akan dianalisa
secara kualitatif melalui pendekatan normatif guna mengkaji kesesuaian antara
ketentuan hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya.Hasil penelitian ini
menunjukkan perlindungan terhadap kurir masih belum optimal. Kurir sering
mengalami kerugian akibat penolakan pembayaran oleh konsumen, pembatalan
sepihak, serta ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak yang
terlibat. Posisi kurir cenderung lemah karena harus menanggung risiko ekonomi dan
tekanan di lapangan tanpa perlindungan yang memadai.

Rekomendasi penelitian diperlukan kejelasan pembagian tanggung jawab
antara pelaku usaha, platform, dan konsumen supaya kurir tidak menjadi pihak yang
dirugikan. Selain itu, perlu adanya peningkatan perlindungan dan perhatian dari
perusahaan serta edukasi kepada masyarakat untuk menghargai peran kurir dalam
sistem transaksi online.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kurir, Transaksi OnlineShop.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pesatnya perkembangan teknologi di era digital ini mendukung setiap

individu untuk dapat memperoleh informasi secara cepat melalui media
komunikasi berbasis internet. Internet sudah banyak dimanfaatkan banyak
orang karna dapat mendukung pencarian informasi, melihat berita, berbagi
pesan serta melaksanakan aktivitas lainnya. Saat ini, internet sudah saling
berkaitan dengan hidup seseorang, terutama dalam memudahkan pembagian
informasi. Pemanfaatan media digital serta teknologi informasi sudah merubah
gaya hidup masyarakat, khususnya dalam memudahkan kehidupan budaya,

ekonomi, sosial serta penegakan hukum.’

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi serta informasi bisa
dipahami dari kemunculan jaringan internet yang dibentuk sejak tahun 1969
oleh US. Departement of Defense dalam proyek ARPANet (Advanced
Research Project Network). Di Indonesia, mulai dikembangkanya jaringan
internet sejak tahun 1983 di Universitas Indonesia, yakni UINet oleh Dr. Joseph
F.P. Luhukay mahasiswa program doctor filsafat ilmu komputer di Amerika
Serikat. Internet dianggap sebagai jaringan global yang menghubungkan
beragam perangkat di dunia, yang dijuluki sebagai world wide network.
Umumnya, internet dianggap sebagai komunikasi virtual (maya/cyberspace)

melalui saluran telepon atau media komputer. Saat ini internet sudah banyak

" Antoni Saputra. 2024, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam
Transaksi Jual Beli OnlineDengan Menggunakan Metode Cash On Delievery, Indragiri Law Review,
Universitas Islam Indragiri, 2(3), him. 10. https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.62.
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dimanfaatkan oleh berbagai kalangan dengan tujuan untuk membuat iklan atau

promosi.?

Sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur status hukum
kurir dalam sistem transaksi di Onlineshop. Kondisi tersebut menimbulkan
permasalahan dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang
seharusnya diberi, serta untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum dari
para pihak terkait. Secara normatif, analisis pertama dapat dimulai dari UU No
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari “Pasal 86 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, serta
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai
agama”. Dengan demikian, perusahaan jasa pengiriman memiliki kewajiban
hukum untuk memberikan perlindungan kepada kurir, baik dalam bentuk

jaminan keselamatan kerja maupun pemenuhan kesejahteraan pekerja.?

Teori hukum material atau substansial yang dikemukakan oleh Satjipto
Rahardjo menekankan pentingnya memahami realitas hukum sebagaimana
terjadi di lapangan, bukan sekadar berfokus pada teks atau peraturan tertulis.*
UU No Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah sebagian
ketetapan dalam UU Ketenagakerjaan, menghadirkan fleksibilitas dalam
hubungan kerja, tetapi belum memberikan kepastian hukum bagi bentuk
pekerjaan non-formal seperti kurir digital. Undang-Undang Cipta Kerja

membuka ruang bagi hubungan kerja kontrak dan outsourcing, tidak terdapat

2 Dewi Suwiknyo, BOS (Bisnis OnlineSyariah), (Yogyakarta : Trust Media, 2009), 1-2.

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4 Situmorang, Andre Fernando, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya Dwi Bakti, and Bintang
Alfath Richard. 2023, “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan MenurutSatjipto Rahardjo”,
Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 3(1), him 7.
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satu pasal pun yang secara eksplisit menyebut perlindungan terhadap pekerja

digital atau pekerja dalam ekonomi berbasis platform.>

Dalam konteks ini, pentingnya peran hukum untuk menjamin keadilan,
kejelasan perjanjian, serta perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.
Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang sejak dahulu telah
menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak

pihak yang bertransaksi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

o &) 4 akdiag Uaad bl () iy 134683 & (el (i s 1315 Lgthi ) ) 15358 ¢ a0ah b &

O)oM 1 man " i (S 2l

“‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya, Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu

tetapkan secara adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik
kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Perkembangan teknologi  bisnis, khususnya dalam bidang
perdagangan daring (e-commerce), menunjukkan peningkatan yang sangat
pesat setiap harinya. E-commerce kini semakin populer karena mampu
memfasilitasi transaksi elektronik melalui seperangkat perangkat keras,
perangkat lunak, serta prosedur bisnis yang memungkinkan terjadinya
pertukaran barang, jasa, maupun informasi antara pelaku usaha, konsumen,

dan masyarakat luas.®

Pesatnya perkembangan industri e-commerce akan selalu berkaitan

dengan peran krusial perusahaan jasa pengangkutan barang. Perusahaan

5 8., Catur J., Djongga, Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, and
Bambang Wiyono. 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Lex Specialis. 1(2), him.180.

6 Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E-commerce, (Jakarta, Elex Media
Komputindo, 2001), 1.
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tersebut berperan sebagai penghubung utama antara pembeli serta penjual,
memastikan proses distribusi barang berjalan lancar, tepat waktu, dan aman,
sehingga mendukung pertumbuhan pesat ekosistem e-commerce secara

keseluruhan.

Suatu e-commerce marketplace atau mal online dianggap sebagai

platform yang bisa dijadikan alat perantara dari berbagai jenis transaksi. Di

Indonesia, transaksi jual beli onlinemelalui media sosial seperti facebook dan

Instagram umumnya mengharuskan pembeli membayar terlebih dahulu

sebelum penjual mengirimkan barang. Namun, saat ini juga tersedia berbagai

e marketplace seperti : Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain
sebagainya yang menawarkan sistem transaksi yang lebih aman, terstruktur

dan terpercaya bagi konsumen.”

Salah satu sistem transaksi yang sering dimanfaatkan dalam e-
commerce yaitu bayar di tempat (Cash On Delivery), dimana pembeli
membayar produk secara tunai ketika produk tersebut sudah dikirimkan ke
alamatnya. Sistem ini memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen yang
ada keraguan untuk membayar di awal melalui transfer bank atau kartu kredit

@ lainnya, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia di mana literasi
keuangan digital masih rendah. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat
kompleksitas hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penjual
(seller), platform onlineshop, pembeli (buyer), dan yang paling sangat penting
kurir atau jasa pengiriman bertanggung jawab atas distribusi barang, tetapi

juga atas penerimaan pembayaran tunai dari pembeli.

e 7 Helmi Djardin, Merry Tjoanda, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. 2022, Perlindungan
Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery, TATOHI, Jurnal llmu Hukum,Universitas
0 Pattimura, 2(1), him. 35, https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.895.

itin Page 11 of 21 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3490773867
¢



z"-.l turnltln Page 12 of 21 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3490773867

Sistem transaksi e-commerce seperti bayar di tempat (Cash On
Delivery) mewajibkan kurir untuk berjumpa langsung dengan pembeli untuk
melaksanakan transaksi atau menerima pembayaran, tetapi faktanya masih
ada beberapa persoalan dalam praktiknya. Adanya konsumen yang enggan
membayar produk yang sudah dipesan, juga tidak jarang disertai Tindakan
menyerang kurir yang bisa memicu kerugian immaterial atau materiil. Dari
kejadian ini, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN RI), Johan Efendi, menyatakan bahwa masih
banyak pembeli yang belum memahami mekanisme pembayaran dengan

sistem bayar di tempat (Cash On Delivery).8

Dalam sistem pembayaran bayar di tempat (Cash On Delivery), jika
produk yang diterima konsumen tidak sama dengan perjanjian awal dengan
penjual, sehingga kurir tidak diwajibkan untuk bertanggungjawab atas hal
tersebut, artinya kurir hanya melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang
yang diberikan kepadanya. Dari “Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak
boleh melakukan apapun yang melampaui batas kuasanya, Dalam hal ini,
yang dimaksud dengan tindakan yang melampaui kewenangan adalah ketika
kurir diminta bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang
yang sebenarnya bukan merupakan kesalahannya”. Meskipun kurir termasuk
pihak berhubung langsung dengan pembeli, tetapi tidak ada kaitan hukum di
antara keduanya. Sesuai yang sudah ditegaskan jika peran kurir hanya

sebagai perantara pembeli serta penjual dalam hal penyerahan barang.

8 | Wayan Gde Wiryawan, 2021, Urgensi Perlindungan Kurir DalamTransaksi E-commerce
Dengan Sistem COD (Cash On Delivery), Jurnal Analisis Hukum,Universitas Mahasaraswati
Denpasar, 4(2), him 190, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126.
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e Dalam praktik transaksi onlineshop dengan sistem pembayaran bayar
di tempat (Cash On Delivery), kurir seringkali berada pada posisi yang lemah
secara hukum. Beberapa kasus nyata menunjukkan bahwa pada tahun 2022
di wilayah Jawa Timur terjadi penolakan pembayaran oleh pembeli yang
@ disertai intimidasi terhadap kurir dengan alasan barang tidak sesuai pesanan,
meskipun kurir hanya bertugas mengantarkan paket tanpa kewenangan
memeriksa isi barang. Kasus serupa juga terjadi di Jawa Barat pada tahun
2023, di mana kurir mengalami kekerasan fisik akibat penolakan pembayaran
bayar ditempat oleh pembeli. Selain itu, di DKl Jakarta pada tahun 2023,
terdapat kurir yang dibebankan kewajiban mengganti nilai barang bayar
ditempat yang ditolak pembeli serta dikenai pemotongan saldo dan
penonaktifan akun secara sepihak oleh platform. Rangkaian peristiwa
tersebut mencerminkan kondisi faktual bahwa dalam transaksi onlineshop,
khususnya sistem bayar ditempat, kurir sering menanggung risiko hukum dan

ekonomi yang tidak sebanding dengan kewenangan yang dimilikinya.

Secara normatif, hukum perdata menghendaki adanya perlindungan
hukum yang adil dan proporsional bagi kurir dalam transaksi onlineshop.
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebuah kesepakatan perlu memenuhi
kriteria sah, termasuk adanya kesepakatan setiap pihak dan sebab yang
halal, sehingga perjanjian kemitraan antara kurir dan platform tidak boleh
memuat klausul yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, “Pasal 1338
ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus
dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga pembebanan tanggung jawab

secara sepihak kepada kurir bertentangan dengan asas keadilan dan
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keseimbangan”. Dalam konteks transaksi Bayar di tempat kurir bisa
diposisikan sebagai penerima kuasa sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata,
sehingga berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdata, kurir tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatan yang melampaui batas kuasa yang
diberikan kepadanya, termasuk ketidaksesuaian barang atau penolakan
sepihak oleh pembeli. Selain itu, “Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa
setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan
pelakunya untuk mengganti kerugian, sehingga pemberian sanksi sepihak
atau perlakuan tidak adil terhadap kurir berpotensi dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum”. Dengan demikian, sistem hukum seharusnya
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kurir melalui pembagian

tanggung jawab yang jelas dan berkeadilan dalam transaksi onlineshop.

Berdasarkan pandangan hukum perdata, perlindungan hukum
terhadap kurir menjadi isu yang mendesak. Hukum perdata, sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
peraturan terkait, menitikberatkan prinsip-prinsip seperti perjanjian,
wanprestasi, dan tanggung jawab perdata. Namun demikian, regulasi ini
sering kali tidak secara spesifik mengakomodasi dinamika transaksi Cash on
deliverydi e-commerce, yang melibatkan resiko lebih tinggi bagi Kkurir,
contohnya pencurian barang, penipuan oleh pembeli, atau bahkan kekerasan
fisik selama Cash on deliveryonlineshop, dengan fokus pada aspek hukum
perdata, untuk menutupi kekurangan dalam peraturan yang ada serta

memberikan masukan bagi pembuat kebijakan.
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@ B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka dibuatlah rumus

permasalahanya seperti berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi
Onlineshop dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah bentuk dan faktor penyebab kerugian yang dialami kurir dalam

sistem transaksi onlineshop?

@ C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk :

1. Menganalisa serta memahami perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem
transaksi Onlineshop dalam perspektif hukum perdata.
2. Menganalisa serta memahami bentuk serta faktor-faktor penyebab kerugian

yang dialami kurir dalam sistem transaksi onlineshop.

@ D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi untuk
mengembangkan ilmu hukum, terutama disektor perdata terkait dengan topik
pembahasan penelitian ini. Lalu tujuan penelitian ini juga ingin memperkaya

pemahaman mengenai perlindungan hukum Kkurir dalam sistem transaksi

Onlineshop, yang hingga saat ini belum diatur secara rinci dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

@ 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi pemahaman

yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban hukum yang melekat pada
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dirinya dalam sistem transaksi Onlineshop. Melalui penelitian ini, kurir dapat
mengetahui batas-batas tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi, serta
bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh apabila terjadi
permasalahan dalam pelaksanaan tugas, seperti penolakan pembayaran,
kekerasan dari pembeli, atau sengketa lainnya yang timbul selama proses

pengantaran barang.
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